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ABSTRAK 

Kata kunci: omnibus law, jasa konstruksi, kepastian hukum, pembangunan 
ekonomi, deregulasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan metode omnibus law yang 
disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam sektor jasa konstruksi sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, praktiknya 
menimbulkan tantangan terkait harmonisasi norma dan perlindungan hukum bagi 
pelaku jasa konstruksi 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui kategorisasi dan 
sistematisasi bahan hukum. Analisis dilakukan untuk membandingkan perubahan 
norma antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menilai sejauh mana regulasi baru 
tersebut memberikan kepastian hukum bagi sektor jasa konstruksi. 

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, Pertama bahwa Mengenai 
karakteristik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode legislasi omnibus law melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 
2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 
menunjukkan pergeseran paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. Pada sektor jasa konstruksi, Undang-Undang Cipta Kerja berdampak 
standar administratif untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Meski 
demikian, fleksibilitas tersebut perlu dikritisi agar tidak melemahkan perlindungan 
tenaga kerja konstruksi serta kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. 
Kedua Mengenai karakteristik hukum Undang-Undang Cipta Kerja, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode legislasi omnibus law melalui Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2023 penyederhanaan standar administratif untuk meningkatkan daya 
saing dan menarik investasi. Meski demikian, fleksibilitas tersebut perlu dikritisi 
agar tidak melemahkan perlindungan tenaga kerja konstruksi serta kualitas 
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. 
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ABSTRACT 

Keywords: omnibus law, construction services, legal certainty, economic 
development, deregulation. 

This study aims to examine the regulation of the omnibus law method in the 
construction services sector as stipulated in Law Number 6 of 2023 on Job 
Creation, and to assess its implications for legal certainty and national economic 
development. The omnibus approach is expected to address regulatory overlap, 
accelerate licensing procedures, and enhance administrative efficiency; however, 
in practice it raises challenges relating to normative harmonization and the 
provision of legal protection for actors in the construction services industry. 

The research employs a normative legal research method using a statutory 
approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary, 
secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through 
categorization and systematization. The analysis is conducted by comparing 
normative changes between Law Number 2 of 2017 and Law Number 6 of 2023 on 
Job Creation, and by evaluating the extent to which the new regulatory framework 
ensures legal certainty in the construction services sector. 

The findings lead to two principal conclusions. First, the legal characteristics of 
the Job Creation Law indicate that the adoption of the omnibus law legislative 
method introduced through Law Number 11 of 2020 and subsequently enacted as 
Law Number 6 of 2023 reflects a paradigm shift in Indonesia’s law-making system. 
This method is intended to streamline regulation, accelerate legislative processes, 
and improve attract investment. However, such flexibility must be critically 
assessed to ensure it does not weaken legal protection for construction workers or 
undermine the quality and reliability of national infrastructure development. 
Second, the implementation of the Job Creation Law in construction services also 
signifies a substantial shift in the regulatory model and the role of the state: from a 
dominant regulator under a command-and-control framework (as reflected in Law 
Number 2 of 2017 toward a facilitative state model based on risk-based licensing 
and self-responsibility. This shift prioritizes economic efficiency and growth, yet it 
may threaten legal stability if not accompanied by stronger oversight and 
accountability mechanisms, particularly to prevent building failures, workplace 
accidents, and normative abuse by construction service providers. 
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